IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM MENYALURKAN BANTUAN
SOSIAL KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI DESA
SEKIP KECAMATAN LUBUK PAKAM

SKRIPSI

Oleh :

AJENG RAHMADINI PRASTICIA
1903090040

Program Studi Kesejahteraan Sosial

Unggul | Cerdas | TerPercaya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023



BERITA ACARA PENGESAHAN
- s \ 2~ ) =
Mﬁ\ Qz*’)““.e»‘;»——“i

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas IImu

Sosial dan IImu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : AJENG RAHMADINI PRASTICIA
NPM : 1903090040
Program Studi : Kesejahteraan Sosial

Pada hari, tanggal : Jum’at, 26 Mei 2023

Waktu ;. Pukul 08.00 WIB s/d selesai
TIM PENGUJI
PENGUIJI 1 : Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos.,MSP
PENGUIJI 1 : SAHRAN SAPUTRA, S.Sos.,M.Sos
PENGUIJI III : Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI, M.Si
PANITIA PENGUJI

Ketya, Sekretaris,



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

£ -~ PG| B 2
PP V35 S P P — )
Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah

skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian

skripsi, oleh:

Nama Lengkap : AJENG RAHMADINI PRASTICIA

N.P.M : 1903090040

Program Studi : Kesejahteraan Sosial

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

DALAM MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
MASYARAKAT MISKIN DI DESA SEKIP KECAMATAN
LUBUK PAKAM

Medan, 26 Mei 2023

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. MOHD YUSRI, M.Si

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi

YALEH, S.Sos, MSP.




PERNYATAAN

Bismilahirrohmaniirohim

Dengan ini saya, AJENG RAHMADINI PRASTICIA, NPM 1903090040,

menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1.

Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang
dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain
dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya
orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-
undang yang berlaku.
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Abstrak

Implementasi  kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksud untuk
mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama
kegiatan yaitu: Birokrasi, komunikasi, pelaksanaan. Proses pelaksanaan bantuan
sosial sudah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan
implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial di Desa Sekip berupa bantuan
sosial UMKM, sembako, dan pengobatan gratis yang dikonversikan sesuai aturan
pemerintah. Penyaluran bantuan sosial merupakan salah satu tindakan yang
diambil oleh pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang
membutuhkan. Penyaluran bantuan sosial di desa sekip ini kerap dilakukan oleh
pemerintah daerah tetapi respon masyarakat atas realisasi yang terjadi masih
banyak menimbulkan kekecewaan atas penyalurannya. Sebagian masyarakat tidak
mengetahui tentang adanya bantuan sosial dan bagaimana cara mengurus
persyaratan agar mendapatkan bantuan sosial tersebut. Penelitian ini dilakukan di
Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam dengan menggunakan metode penelitian
kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, observasi,
wawancara, dan data yang dapat dilapangan di deskripsikan, hingga akhirnya dapat
ditarik kesimpulan dari hasil penelitian bahwa Di Desa Sekip proses implementasi
birokrasinya sudah cukup terealisasikan dengan baik, bisa disebut demikian karena
bantuan sosial yang disalurkan telah diterima oleh masyarakat yang berhak
menerima. Informan utama merupakan masyarakat yang menerima bantuan sosial.
Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran
diharapkan pemerintah Desa Sekip dapat mempertahankan pelaksanaan birokrasi
yang sudah terlaksana dengan baik sehingga dengan adanya bantuan sosial dapat
mensejahterakan masyarakat miskin.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyaluran, Bantuan Sosial, Masyarakat
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari
pernyataan Grindle 1980: 7 dalam Akib 2010 bahwa implementasi merupakan
proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program
tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah
ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan
untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus
(perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van
Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk.,
(1994: 15) dalam Akib 2010 bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan
yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu
maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Bantuan sosial merupakan bantuan yang banyak ditunggu dan diharapkan oleh
masyarakat yang membutuhkan, banyak sumber bantuan sosial yang diberikan bisa
pemerintah langsung atau dari organisasi sosial yang berbadan hukum yang
langsung disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011
menyebutkan: “bansos merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang
sifatnya tidak terus-menerus dan selektif, bertujuan untuk melindungi dari

kemungkinan terjadinya resiko sosial”.



Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang syarat dan kriteria penerima
bansos yang bersumber dari APBD, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39
tahun 2012 menyatakan bahwa: “Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan
usulan tertulis kepada kepala daerah, kepala daerah menunjuk Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis,
Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala
daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian TAPD
memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan
kemampuan keuangan daerah”.

Bansos tidak boleh diberikan pada setiap tahun anggaran, walaupun ada yang
diberikan secara terus-menerus, itu ada sebab lain, misalnya supaya penerima
bantuan bebas dari resiko sosial. Untuk mengatasi masalah ini, maka disusun

Permendagri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bansos yang bersumber dari Anggaran dan Buletin Teknis Nomor 10 tentang
Akuntansi Belanja Bansos tahun 2011 yang mengatur tentang pengungkapan
belanja Bansos pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Daerah diperbolenkan memberikan Bansos sesuai kemampuan daerah setelah
menyelesaikan pembiayaan belanja wajib. Yang berhak menerima Bansos adalah
masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari krisis ekonomi,
sosial, politik dan bencana alam, supaya yang bersangkutan dapat memenuhi
kebutuhan hidup minimum. Bansos dapat juga diberikan kepada Lembaga Non

Pemerintah (Non Goverment Organisation) yang bergerak dibidang pendidikan,



keagamaan dan bidang lain yang berperan melindungi masyarakat dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Kriteria penerima Bansos adalah mereka yang berdomisili dalam wilayah
administratif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang bersangkutan serta memiliki
identitas yang jelas. Tujuan dari Bansos adalah untuk menanggulangi masalah
kemiskinan. Tujuan Bansos dianggarkan untuk memberikan uang atau barang
kepada keluarga miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang
dikategorikan dalam keluarga miskin. Bantuan diberikan secara selektif dan
penggunaan anggarannya jelas.

Bansos rawan penyimpangan karena berkaitan erat dengan penganggaran,
pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Permasalahan timbul karena tidak adanya
batasan yang jelas atas belanja dana tersebut. Pengertian umum dari pemberian
Bansos yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkab yang terkait dengan
peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap upaya untuk peningkatan
kesejahteraan rakyat, sering diartikan sebagai belanja Bansos.

Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan sosial tersebut
adalah dengan memberikan bantuan sosial (UU Nomor 11 Tahun 2009). Menurut
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 181 tahun 2012, bantuan sosial
(bansos) merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang
diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi
masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan

ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.



Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dalam kondisi adanya
bencana disuatu daerah, misalnya: Bantuan sosial ini kerap dilakukan oleh
pemerintah daerah tetapi respon masyarakat atas realisasi yang terjadi masih
banyak menimbulkan kekecewaan atas penyalurannya. Sebagian masyarakat tidak
mengetahui tentang adanya bantuan sosial dan bagaimana cara mengurus
persyaratan agar mendapatkan bantuan sosial tersebut. Hal ini bersumber dari
jurnal efektivitas bantuan sosial bagi keluarga miskin (Sumber Data, Kebijakan
Pemberian Bantuan Sosial, Amru Alba, 2019).

Dalam penyaluran bantuan sosial khususnya di Desa Sekip, Kecamatan Lubuk
Pakam Kabupaten Deli Serdang yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai
dengan apa yang masyarakat harapkan dan juga bantuan sosial tersebut dirasa tidak
tepat sasaran. Masyarakat tersebut mengalami permasalahan mengapa ia tidak
pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah sekalipun, padahal kalau
dilihat dari kriteria fakir miskin, dia termasuk dalam kriteria tersebut dan berhak
mendapatkan bantuan sosial. Malah yang mendapatkan bantuan soial itu
masyarakat yang dilihat dari kondisi rumah dan kehidupannya ia tidak layak
mendapatkan bantuan soial itu. Jadi masyarakat banyak yang mengeluh kalau
bantuan sosial dirasa tidak tepat sasaran (Sumber Data, Masyarakat Setempat).

Terkait dengan kesejahteraan masyarakat miskin perekonomian di Kabupaten
Deli Serdang sangat tertekan, diduga karena banyaknya pekerja atau buruh

dikenakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Selisih tenaga kerja yang tidak



terserap ini, kemudian akan masuk ke dalam kelompok pengangguran (Sumber
Data, Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial, Amru Alba, 2019) .

Perbaikan data penerima bantuan sosial sangat diperlukan agar penyaluran
program bantuan sosial tepat sasaran dan juga merata. Banyaknya keluhan terkait
distribusi bantuan sosial untuk masyarakat membuat Kementerian Sosial terus
berupaya mencari cara agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran. Data adalah
kunci dari penyelesaian masalah tersebut. Hal ini bersumber dari jurnal efektivitas
bantuan sosial kepada masyarakat miskin.

Pemerintah berupaya memulihkan kondisi ekonomi, dengan penyaluran
bantuan sosial yang merupakan agenda sungguh-sungguh yang lagi dihadapi oleh
Kabupaten Deli Serdang. Desa Sekip merupakan salah satu desa di Kabupaten Deli
Serdang yang sebagian besar masyarakatnya sangat mengharapkan bantuan sosial
dari permerintah. Sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani,
buruh, dan wiraswasta.

Berdasarkan paparan permasalahan dalam menyalurkan bantuan sosial kepada
masyarakat miskin, dapat diketahui bahwa supaya penyaluran ini bergerak optimal
sesuai tujuan maka perlu adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah. Oleh
karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang penyaluran bantuan sosial kepada
masyarakat miskin. Dalam hal ini, penulis mengangkat judul “Implementasi
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Kepada

Masyarakat Miskin di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam”.



1.2. Rumusan Masalah

Pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu
bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Menyalurkan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin di Desa Sekip Kecamatan

Lubuk Pakam?

1.3. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Implementasi
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Kepada

Masyarakat Miskin di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam.

1.4. Manfaat Penulisan

Harapan dari penulis untuk tulisan ini adalah agar tulisan ini mempunyai

manfaat sebagai berikut:

1. Secara Akademis: Harapannya tulisan ini mampu memberikan
sumbangan pemikiran untuk penulis-penulis lainnya dan menambah
wawasan dalam mengetahui bagaimana pemerintah daerah menyalurkan
bantuan sosial kepada masyarakat miskin.

2. Secara Praktis: Menambah pengalaman secara langsung mengenai
pembelajaran pada upaya untuk menyalurkan bantuan sosial yang tepat

bagi masyarakat miskin.



1.5. Sistematika Penulisan

Sesuai Pedoman penulisan maka dalam penyusuan skripsi ini dibagi dalam
lima Bab. Adapun sistematika dalam penulisan skirpsi sebagai berikut :
BAB | : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.
BAB Il : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada
bab ini dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori data untuk membahas
permasalahan yang menjadi topik skripsi.
BAB 11l : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang beberapa uraian teoritis diantaranya, Jenis
Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi,
Informan/Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi
dan Waktu Penelitian dan Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan Deksripsi data Narasumber hasil penelitian dan Pembahasan.
BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I1
URAIAN TEORITIS

2.1. Implementasi
2.1.1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna
pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan,
kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Sementara, Nurdin Usman dalam
bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (2002)
menuliskan makna implementasi sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari
sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Menurut Solichin (2004), implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh
seorang individu atau oleh pejabat, pemerintah atau kelompok swasta untuk
mencapai tujuan yang digariskan dalam suatu keputusan kebijakan. Tujuan dari
implementasi adalah untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disepakati bisa
diterapkan dan membawa dampak yang positif. Tim yang berkaitan dengan
perencanaan implementasi harus dapat menjawab hal-hal detail tentang suatu
rencana yang akan diterapkan, sebelum akhirnya masuk ke fase eksekusi. Rencana
implementasi akan menjadi kunci untuk menguraikan langkah-langkah yang harus
diambil tim untuk mencapai tujuan atau inisiatif bersama.

Cara yang baik untuk mengetahui apakah rencana implementasi sudah efektif
atau belum adalah dengan menyerahkannya kepada seseorang di luar tim untuk
menilai apakah mereka dapat memahami proyek secara keseluruhan. Rencana

implementasi seharusnya tidak meninggalkan pertanyaan yang tidak terjawab.



2.1.2. Implementasi Kebijakan

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari
pernyataan Grindle (1980: 7) dalam Akib 2010 bahwa implementasi merupakan
proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program
tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah
ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan
untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus
(perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van
Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk.,
(1994: 15) dalam Akib 2010 bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan
yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu
maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane
(2010) bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian
yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan
outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi
yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat.
Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator,
implementor, inisiator, dan waktu. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah
kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh
implementor dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan

realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van
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Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) dalam Akib 2010 bahwa tugas implementasi
adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik
direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai
pihak yang berkepentingan. Studi implementasi kebijakan dibagi ke dalam tiga
generasi dengan fokus kajin dan para penganjurnya.

Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan
para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan.
Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau
perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang
diperkenalkan oleh Edwards 111 (1984: 9-10) dalam Akib 2010, implementasi
kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan
dipecahkan. Edwards IIl memperkenalkan pendekatan masalah implementasi
dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat
keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retoris tersebut
dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi
keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi
atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat
faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu
kebijakan.

T. B. Smith mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut
harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang
diharapkan oleh pembuat kebijakan. Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu

kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan.
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Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek
tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana.
Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi
kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan
dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan.
Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik
individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan
adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

Menurut Quade (1984: 310) dalam Akib 2010, alasan perlunya implementasi
kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan
terjadi aksi, interksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan. Quade menyatakan
bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan
reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan
yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar
atau transaksi. Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh
pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan
kebijakan selanjutnya.

Ada berbagai cara yang digunakan oleh pelaksana kebijakan agar tujuan yang
ditetapkan dapat tercapai. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan
kerangka pikir yang dibangun sendiri atau dengan cara mereplikasi,
mengkombinasi atau mensinergikan, dan mengembangkan pendapat para pakar
mengenai model implementasi kebijakan. Pada pengembangan model tersebut

dapat diketahui model mental para pakar dan implementor bersama kelompok
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sasaran kebijakan minimal berdasarkan relevansi dan keefektifan implementasi
kebijakannya.

Mengacu pada pendapat Edward Il mengenai Kkriteria penting dalam
implementasi kebijakan, dapat dikemukakan empat faktor sebagai sumber masalah
sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi,
sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata
aliran kerja birokrasi. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan
baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian
informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang di-sampaikan.
Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu),
informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup
guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana
terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar

yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

2.2. Kebijakan Bantuan Sosial
2.2.1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep yang menjadi pedoman dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat
diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta dan individu.
Berdasarkan pendapat berbagai ahli maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan

adalah tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh
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seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur
keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna
mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan keterlibatan
stakeholder. Kebijakan jangan sampai mengaburkan tingkat Kketerlibatan
stakeholder. Ide kebijakan hendaknya melibatkan perilaku yang memiliki maksud
dan tujuan yang merupakan bagian penting dari definisi kebijakan karena kebijakan
harus menunjukkan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan, bukan apa yang
diusulkan dalam kegiatan.

Sigit | Lesmana (2010) Setiap kebijakan bersifat mengikat dan wajib
dilaksanakan oleh objek kebijakan. Kebijakan bisa disebut semacam jawaban
terhadap masalah yang ada. Kebijakan juga merupakan upaya untuk memecahkan,
mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan
yang terarah.

Yusri (2021) Istilah kebijakan kerap kali kita dengar dalam kehidupan sehari-
hari, baik kita sebagai warga masyarakat atau sebagai warga negara dinegara
Republik Indonesia. Apalagi jika kita bekerja sebagai karyawan dilingkungan
perusahaan atau ikut dalam kepengurusan dalam partai politik, termasuk sebagai
aparat sipil negara (ASN) atau bekerja sebagai anggota TNI/POLRI.

Budi Winarno (2014) Konsep kebijakan dianggap lebih tepat karena
memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa

yang diusulkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara
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kebijakan dengan keputusan yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai
alternatif yang ada.
2.2.2. Bantuan Sosial

Bantuan sosial (Bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang
dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan bersifat selektif, yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Menurut UU nomor 14
Tahun 2019, Bantuan Sosial merupakan bantuan berupa barang, uang atau jasa
kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang kurang mampu, tidak
mampu atau rentan terhadap resiko sosial.

Bansos dikeluarkan melalui anggaran Negara (APBN/APBA), bantuan ini
diberikan kepada individu, kelompok atau komunitas yang secara ekonomi, lemah
dan kelayakan untuk menerimanya diuji terlebih dahulu dengan tes kemiskinan.
Bansos ini dapat bersifat sementara (bencana alam) atau bersifat tetap (cacat dan
lanjut usia). Dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang atau melalui transfers.
Sifat bantuan biasa diberikan dengan syarat ataupun tanpa syarat.

Pemberian Bansos ini dari keuangan daerah (APBD) diperbolehkan
berdasarkan Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun
2011. Kedua peraturan tersebut tidak mensyaratkan calon penerima bansos sudah
tercantum dalam APBD yang telah dibahas dan ditetapkan tahun sebelumnya,

sehingga kepala daerah diberi wewenang untuk menetapkn penerimaan besaran
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bansos pada tahun berjalan sesuai dengan proposal yang masuk dan kebijakan
kepala daerah.

Bantuan sosial tersebut menjadi salah satu jenis belanja daerah yang menyedot
perhatian banyak pihak. Bukan saja masyarakat/kelompok masyarakat,
Gubernur/Bupati/Walikota, dan anggota DPRD yang berkepentingan dengan
bansos. Bansos menjadi menarik karena banyak pihak yang membutuhkannya.
Masyarakat atau kelompok membutuhkannya untuk kepentingan sosial dan
kesejahteraan.

Menurut Nasrullah dan Annisa (2021) kesejahteraan sosial dilakukan
pemerintah sebagai usaha yang terencana dalam pelayanan sosial untuk memenubhi
kebutuhan manusia dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat
institusiinstitusi sosial. Kesejahteraan ini bukan hanya tertuju pada aspek fisik dan
ekonomi saja, akan tetapi dipertegas bahwasanya kegiatan itu berfokus pada
kesejahteraan masyarakat banyak lebih tepatnya mayarakat yang kurang
beruntung.

Seperti halnya di Kabupaten Deli Serdang khususnya masyarakat di Desa
Sekip yang tergolong sebagai masyarakat miskin. Mereka tentu saja sangat
membutuhkan Bansos untuk membantu meringankan beban dan demi
kelangsungan dan kesejahteraan hidupnya.

2.2.3. Tujuan Pemberian Bantuan Sosial

Rehabilitasi Sosial, Bansos bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan

fungsi sosialnya secara wajar. Perlindungan Sosial, Tujuan selanjutnya adalah
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untuk mencegah danmenangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial
seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pemberdayaan Sosial, Bansos juga bertujuan sebagai pemberdayaan sosial,
yakni untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami
masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Jaminan Sosial, Bansos sebagai jaminan sosial merupakan skema yang melembaga
untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

Penanggulangan Kemiskinan, Tujuan bansos sebagai penanggulangan
kemiskinan memiliki arti bahwa bansos merupakan kebijakan, program, kegiatan,
dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat
yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat
memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan Bencana,
Pemberian bansos bertujuan untuk penanggulangan bencana merupakan

serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

2.3. Penyaluran

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam
bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari
satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak. Pelaksanaan
penyaluran bantuan sosial bukan hal baru bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah. Namun, selalu terjadi permasalahan dalam penyalurannya. Bantuan sosial
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tahap satu dari pemerintah sudah berjalan dan saat ini sedang memasuki penyaluran
tahap kedua. Beberapa permasalahan yang muncul dari penyaluran bantuan sosial
tahap satu disampaikan oleh masyarakat kepada Ombudsman, diketahui terdapat
warga di Jakarta mengembalikan bantuan sosial, karena ketidaktepatan sasaran
pemberian bantuan, sementara terdapat warga yang tidak terdata yang mestinya
berhak menerima bantuan, kemudian di Bali juga terindikasi warga yang telah
meninggal dunia, namun tercatat sebagai penerima bantuan dan di Padang terjadi
kerumitan data penerima bantuan, bahkan setelah diperbaiki, tetap masih terjadi
kesalahan data penerima bantuan (Ratna Sari Dewi, 2020).

Melihat permasalahan bansos yang terjadi hingga saat ini di Pemerintah Pusat
maupun daerah yang sudah cukup banyak, dapat terlihat dari kritikan yang terjadi
terkait proses penyaluran bantuan sosial. Kritikan tersebut tidak hanya datang dari
masyarakat saja melainkan dari para Pejabat Pemerintah Pusat maupun Daerah,
seperti halnya yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
memberikan kritik kepada Pemerintah Pusat dalam penyaluran bantuan sosial ini.

Kritik terkait dengan data yang tidak terintegrasi di Pemerintah Pusat. (CNBC,
2020) Beliau mengatakan bahwa setiap Kementrian memiliki survey data
masingmasing yang mengakibatkan data yang dimiliki Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah tidak sinkron. Ketidak sinkronan data inilah yang berakibat
penolakan bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh sejumlah Kepala
Desa di Sukabumi. Mereka menolak bansos dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

lantaran belum ada data yang valid dan dinilai tumpang tindih dengan data warga



18

yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari
Pemerintah Pusat.

Hal lain yang juga bisa menjadi pemicu kekacauan dalam penyaluran bantuan
sosial adalah banyaknya jenis bantuan yang di berikan oleh Pemerintah diantaranya
Bansos Presiden, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota, hingga dana desa.
Jenis bantuan sosial yang banyak inilah yang mampu memunculkan kebingungan
diantara masyarakat, apalagi bantuan yang datang tidak bersamaan. Kemudian,
persoalan pendataan juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar
Parawansa. Beliau menyatakan Pemerintah seharusnya memperbarui kualifikasi
data penerima bansos, jangan manggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) Kemensos yang verifikasi data terakhir dilakukan pada tahun 2015.
Karena, seiring berjalannya waktu dapat dipastikan bahwa banyak data penerima
yang berubah (CNBC, 2020).

Hirawan (2020) pada artikelnya "Optimizing The Distribution Of The Sosial
Assistance Program During The COVID-19 Pandemic". Dia menjelaskan bahwa
distribusi program bantuan sosial tidak pernah mudah. Ini umumnya disebabkan
oleh kurangnya kesiapan partai yang mendistribusikan bantuan, yaitu Pemerintah.
Masalah dapat mulai dari pengumpulan data sampai penerima bantuan sosial, yaitu
keluarga penerima manfaat (Keluarga Penerima Manfaat). Barany & Simanjuntak
(2020) berpendapat bahwa setidaknya ada empat aspek utama yang perlu
diperhatikan dipertimbangkan sehingga distribusi program bantuan sosial dapat

berjalan secara efektif dan efisien: cakupan bantuan sosial, skema bantuan sosial,
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durasi pandemi, dan kesiapan Pemerintah, dan mekanisme distribusi bantuan

sosial.

2.3.1. Distribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian distribusi adalah
pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa
tempat. Secara garis besar, pendistribuian dapat diartikan sebagai kegiatan
pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang
dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang
diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan). Diantara beberapa
negara di mana pemerintah sub nasional memiliki peran pengeluaran besar, dan
sebagian besar otonom fiskal adalah negara-negara Nordik. Pajak pendapatan
daerah ini pada dasarnya dikenakan pada nilai yang tetap. Pada tingkat daerah
didirikan basis pajak yang sama sebagai pajak pendapatan nasional dan
dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

Menurut Soekartawi, pengertian distribusi ialah aktivitas menyalurkan atau
mengirimkan barang dan jasa supaya sampai konsumen akhir. Menurut Assauri,
pengertian distribusi ialah kegiatan memindahkan produk dari sumber ke
konsumen akhir dengan saluran distribusi pada waktu yang tepat. Menurut Basu
Swastha, definisi distribusi ialah saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat
produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen. Lembaga yang
terdapat pada saluran distribusi ialah produsen, distributor, konsumen atau industri.
Menurut Komaruddin Sastrodipoera distribusi adalah gerakan barang, dan semua

hal termasuk pengertian gerakan, dari pabrik ke pengguna, melalui saluran
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distribusi. Dalam kegiatan distribusi diperlukan adanya sarana dan tujuan sehingga
kegiatan distribusi dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Kegiatan distribusi
pemberian bantuan sosial yang sangat penting dilakukan dalam pendistribusian
yaitu untuk mengembangkan dan memperluas dan mempercepat arus bantuan
sosial mulai dari pemerintah sampai ketangan masyarakat sesuai dengan jumlah
dan waktu yang telah ditentukan. Pemilihan proses distribusi merupakan suatu
masalah yang sangat penting sebab kesalahan dalam pemilihan proses distribusi
dapat memperlambat proses penyaluran bantuan sosial mulai dari pemerintah

sampai ketangan masyarakat.

2.4. Kemiskinan
2.4.1. Pengertian Kemiskinan

Menurut Nurwati (2008) Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus
ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam
waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan
unsur pokok permasalahanya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau
karakter kehidupan manusia.

Mujahiddin dan Mahardika (2017) Banyak ahli yang mengaitkan masalah
kemiskinan dengan kondisi ekonomi seseorang. Pandangan ini tidak sepenuhnya
salah, hanya saja pada banyak kasus, kemiskinan juga terkait erat dengan kondisi
sosial, budaya, dan structural.

Kemiskinan di Indonesia yang telah berjalan dalam rentang waktu yang cukup

panjang, memberikan pemahaman bahwa gejala kemiskinan ini tidak cukup
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diterangkan sebagai realitas ekonomi. Artinya bukan hanya masalah keterbatasan
lapangan pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Namun
kemiskinan sudah menjadi realitas sistem/struktur dan tata nilai kemasyarakatan,
dalam bentuk realitas budaya yang antara lain berbentuk sikap menyerah terhadap
keadaan. Tata nilai dan sistem sosial ekonomi serta perilaku yang telah terbiasa
dengan kemiskinan menyebabkan mereka yang miskin untuk tetap miskin. Jika
demikian keadaan itu membuat keluarga masyarakat tersebut juga miskin terhadap
arti dari kata kemiskinan itu sendiri (Harsono, 2009 : 25).

Yusri  (2022) krisis menjadikan analisis masalah kemiskinan yang
komprehensif dan mendalam jelas sangat diperlukan. Lebih dari itu, sangat perlu
ditelaah bagaimana dampak krisis pada penduduk lapisan bawah dari segi
ketahanan pangan, aspek kemampuan rumah tangga mempertahankan anaknya
untuk tetap sekolah dan tetap sehat. Informasi mengenai penduduk yang masuk
dalam kategori miskin termasuk karakteristik kemiskinan merupakan upaya agar

target program pengentasan kemiskinan dapat dibuat lebih akurat.

2.4.2. Jenis-Jenis Kemiskinan
Menurut Siahaan, (2017) jenis-jenis kemiskinan, antara lain sebagai berikut:
a. Kemiskinan manusia, yaitu kekurangan kapabilitas esensial manusia
terutama melek huruf dan gizi.
b. Kemiskinan pendapatan, yaitu kekurangan pendapatan sehingga tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi menimun.
c. Kemiskinan absolut yaitu tingkat kemiskinan di bawah kebutuhan minimun

untuk bertahan hidup yang tidak dapat dipenuhi.



22

d. Kemiskinan relatif, yaitu didefenisikan dalam hubunganya dengan sesuatu
rasio garis kemiskinan absolut atau di negara maju sebagai proporsi
pendapatan rata-rata perkapita.

e. Indeks pembangunan manusia (HDI) yaitu menurut program Pembangunan
PBB, HDI merupakan komposit dari tiga faktor yaitu harapan hidup pada
waktu lahir, melek huruf dewasa, dan pendapatan per kapita.

f. Indeks kemiskinan manusia (IKM) yaitu ukuran untuk ketiadaan kebutuhan
dasar manusia.

g. Ukuran pemberdayaan gender, yaitu assesmen program Pembangunan PBB
tentang tingkat kesenjangan gender di bidang-bidang ekonomi yang

penting, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

2.4.3. Kriteria Fakir Miskin
Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Teregister Pada Kepmensos
146/HUK/2013 yaitu:

a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian/mempunyai sumber mata
pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar.

b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi
konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.

c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis,
kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.

d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap

anggota rumah tangga.
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Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang
pendidikan SLTP.

Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan
kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah
usang/berlumut atau tembok tidak diplester.

Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi
tidak baik/kualitas rendah.

. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak
baik/ kualitas rendah.

Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau
listrik tanpa meteran.

Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2/orang.

Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak

terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.
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BAB Il1
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung
menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian
kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian
sesuai dengan fakta dilapangan. Penelitian kualitatif lahir dan berkembang sebagai
konsekuensi metodologis dari paradigma interpretatif. Suatu paradigma yang lebih
idealistik dan humanistik dalam memandang hakikat manusia Sanjaya (2013:130).
Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa
interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti
sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk
memahami objek yang diteliti secara mendalam bertujuan untuk mengembangkan
konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang
berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan
mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi
Informan dalam metode kualitatif berkembang terus (snowball) secara bertujuan
(purposive) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan atau jenuh

(redundancy).
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3.2. Kerangka Konsep

Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan
gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan dan kelompok.
Diharapkan peneliti mampu memformulasikan pemikirannya ke dalam konsep
secara jelas dalam kaitannya dengan penyederhanaan beberapa masalah yang
berkaitan satu dengan yang lainnya. Kerangka konseptual harus dimasukkan dalam
literatur otoritatif sebagai otoritas tertinggi, dan bahwa hal itu didasarkan pada
kebutuhan pengguna dan prinsip-prinsip etis yang terkait dengan memenuhi
kebutuhan tersebut. Lebih lanjut, dengan merekomendasikan adopsi kekhawatiran
yang mengesampingkan untuk objektivitas dan ketidak berpihakan dalam
membantu pengadilan untuk memahami hal-hal yang rumit dalam penelitian Putri

(2019:526). Berikut adalah kerangka konsep dalam penelitian ini:

Gambar 3.2 Kerangka Konsep

Kebijakan Bantuan | s Implementasi ‘ Pendistribusian
Sosial Kebijakan Bantuan Sosial

3.3. Definisi Konsep
Adapun definisi konsep dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
a. Kebijakan Bantuan sosial (Bansos) adalah keputusan yang dibuat lembaga
atau pejabat pemerintah untuk memberikan bantuan sosial berupa uang atau

barang kepada masyarakat yang kurang mampu.
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b. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan
pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola
input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

c. Penyaluran bantuan sosial adalah pemberian bantuan sosial dalam bentuk
uang atau barang yang disalurkan dari satu pihak ke pihak lainnya maupun

keberbagai pihak.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah proses perbandingan, bukan sekedar menggabungkan
informasi yang serupa atau berkaitan. Dengan memasukkan suatu informasi pada
suatu kategori, berarti ia telah diperbandingkan dengan informasi lain yang masuk
dalam kategori lain. Kategorisasi juga diperlukannya data yang terstruktur dalam
melakukan penelitian Kurniawan (2018:84). Kategorisasi juga merupakan
penyusunan berdasarkan kategori penggolongan dan proses dan hasil
pengelompokkan unsur bahasa dan bagian pengalaman manusia yang di
gambarkan ke dalam kategori. Dalam psikologi, kategorisasi merupakan

kesimpulan diagnosis dari gejala awal fakta yang didapat.
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Tabel 3.4 Kategorisasi Penelitian
No. Kategorisasi Indikator

1.  Implementasi Kebijakan .  Birokrasi

« Komunikasi

o Pelaksanaan

2.  Pendistribusian Bantuan Sosial .« UMKM

« Bantuan Sembako

« Bantuan Pengobatan Gratis

Sumber: Hasil Olahan, 2023

3.5. Informan

Pada penelitian kualitatif dikenal istilah informan. Informan pada penelitian
kualitatif dipilih untuk menjelaskan kondisi atau fakta/fenomena yang terjadi pada
informan itu sendiri. Penentuan jumlah informan sifatnya fleksibel artinya peneliti
dapat menambah jumlah informan di tengah proses penelitian jika informasi yang
didapatkan dirasa masih kurang.

Informan adalah orang atau lembaga yang di jadikan sasaran dalam
mengumpulkan informasi yang mengetahui dengan jelas tentang keadaan ataupun
masalah yang sedang diteliti. Dalam Pemilihan sampel akan menggunakan teknik
Purposive Sampling, yaitu Peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan
tertentu dalam pengambilan sampelnya. Yang dimaksud pertimbangan disini
adalah hanya mengambil sampel yang langsung menjawab rumusan masalah dari

peneliti Sugiono (2017:67).
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Dalam penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Menyalurkan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Sekip
Kecamatan Lubuk Pakam melibatkan 5 informan yang diantaranya: 1 Kepala Desa
Sekip, 1 Bidang Kesejahteraan Masyarakat Desa, dan 3 orang masyarakat yang

menerima bantuan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses
dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam
melaksanakan pengumpulan data dalam satu penelitian, akan berakibat langsung
terhadap proses dan hasil suatu penelitian Soewadji (2012:159). Dalam
mendapatkan data terdapat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua
cara yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

1) Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang
dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat
(Partisipatif) ataupun Nonpartisipatif. Observasi mendokumentasikan dan
merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek
penelitian.

2) Wawancara merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang
dilakukan dengan maksud tertentu dari dua pihak atau lebih. Teknik ini
dilakukan dengan teknik wawancara tidak terstruktur ataupun wawancara
terstruktur. Teknik wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang

bertujuan untuk menemukan informasi bukan baku atau bukan informasi
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tunggal, sedangkan wawancara terstruktur adalah wawancara dengan
menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh
pewawancara bertujuan untuk mencari jawaban hipotesis.

3) Teknik Pengumpulan Data Sekunder Dilakukan dengan survei literature
yang bersumber pada buku, jurnal, dokumen yang berhubungan dengan
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menyalurkan Bantuan

Sosial Kepada Masyarakat Miskin.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Nugrahani, ( 2014 : 169-177) Analisis data merupakan bagian
terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk
memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan tidak berguna
jika tidak dianalisis. Data mentah perlu ditipologikan ke dalam kelompok, dan
dianalisis untuk menjawab masalah/menguji hipotesis. Proses analisis data dalam
penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari
berbagai sumber. Dalam model analisis ini, peneliti dimungkinkan untuk
melakukan pencarian kembali data baru di lapangan, atau menelusuri kembali
semua bukti penelitian yang tersimpan, apabila data yang diperoleh dirasa kurang
mantap sebagai dasar penarikan simpulan. Dengan demikian, selama analisis data
dilakukan dalam proses siklus, secara tidak langsung telah dilakukan triangulasi
data untuk kepentingan penarikan simpulan akhir penelitian. Ketiga langkah dalam

komponen analisis data adalah sebagai berikut.
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a. Reduksi Data
Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analis data kualitatif
yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas,
dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan
mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian
data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat
dipertanggung jawabkan. Pada dasarnya dalam reduksi data ini peneliti berusaha
menemukan data yang valid, sehingga ketika peneliti menyaksikan kebenaran data
yang diperoleh dapat dilakukan pengecekan ulang dengan informasi yang lain dari
sumber yang berbeda.
b. Sajian Data
Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan
kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini
merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi
yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam
reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis,
sehingga mudah dipahami.
c. Penarikan Simpulan/Verifikasi
Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis
dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam
konfigurasi yang utuh. Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat
dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri

kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data
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dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri
kembalisemua Langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan
yang terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan,

dan simpulan sementara yang telah dirumuskan.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui proses implementasi
kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menyalurkan bantuan sosial
kepada masyarakat miskin di Desa Sekip. Waktu penelitian dilaksanakan pada

NovemberDesember 2022.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Desa Sekip merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Lubuk Pakam.
Desa Sekip memiliki luas wilayah 71 Ha dengan jumlah penduduk 1983 jiwa dan
jumlah rumah yang ada sekitar 2920 bangunan. Di Desa Sekip terdapat program
bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bantuan sosial tersebut

berupa: bantuan sosial UMKM, bantuan sembako, dan bantuan pengobatan gratis.

Penyaluran bantuan sosial yang merupakan agenda sungguh-sungguh yang
lagi dihadapi oleh Kabupaten Deli Serdang. Desa Sekip merupakan salah satu desa
yang sebagian besar masyarakatnya sangat mengharapkan bantuan sosial dari
permerintah. Sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani,

buruh, dan wiraswasta.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Profil Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam

Adapun profil Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam sebagai berikut:

1. Luas Wilayah : 471 Ha

2. Jumlah Kk : 5220 Kk

3. Jumlah Dusun : 16 Dusun

4. Jumlah Penduduk : 1983 Jiwa

5. Jumlah Rumah : 2920 Bangunan

6. Agama Penduduk : Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha

7. Fasilitas yang Ada di Desa Sekip:

 Perpustakaan Desa Sekip
» Posyandu Desa Sekip

» SD Negeri

» Gedung Sekolah Tk

* Rumah Warga

* Masjid Desa Sekip

* Lapangan Kosong

« Lapangan Badminton

* Mesjid Baiturrahman

32
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* Perkuburan Desa Sekip

* Mushola Al-lkhlas

8. Pekerjaan Masyarakat:

Tabel 4.1.1 Pekerjaan Masyarakat Kampung Nelayan Seberang

Nama Pekerjaan Keterangan
Petani 50 %
Pedagang 30 %
Karyawan Swasta 15%
Wiraswasta 45 %
Pegawai Negeri Sipil 16 %
Polri 10 %
TNI 10 %
Lainnya 13 %

Sumber: Hasil Penelitian, 2023
4.1.2. Peta/ Denah Desa Sekip
Berikut adalah Denah Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam sebagai berikut:

Gambar 4.1.2 Peta/ Denah Desa Sekip
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Sumber: Dokumen gambar hasil penelitian di Desa Sekip, 2023
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4.1.3. Deskripsi Hasil Penelitian

Penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian di
lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan informasi wawancara yang
mendalam kepada setiap informan utama yang menjadi sumber referensi penulis.
Penulis berhasil mengumpulkan data yang dibutuhkan dari setiap informan yang
telah diwawancarai mengenai “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Menyalurkan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin di Desa Sekip Kecamatan
Lubuk Pakam”.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang semuanya informan
yaitu kepala desa dan bidang kesejahteraan masyarakat desa serta masyarakat yang
menerima bantuan sosial di desa sekip, sebagai berikut:

A. Implementasi Kebijakan

Untuk mengamati Implementasi kebijakan umumnya tindakan administratif
yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan
dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah
tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi
kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan
swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk
mencapai tujuan. Kemudian peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan
kebijakan birokrasi yang ada di desa ini dan siapa saja yang terlibat dalam
membantu susunan birokrasi untuk melayani masyarakat.

“Beliau menjawab pelaksanaan birokrasi didesa ini masi
berjalan sebagaimana mestinya dengan tujuan untuk membantu
pelayanan masyarakat sehingga dalam menjalankan kehidupannya
masyarakat betul-betul terlayani dengan baik. Yang terlibat dalam
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membantu susunan birokrasi untuk melayani masyarakat semua

perangkat desa terlibat dalam susunan birokrasi ini”. (Hasil
wawancara dengan bapak Rahmat selaku kepala desa pada 20 Maret
2023)

Setelah menanyakan pelaksanaan birokrasi, kemudian peneliti juga bertanya
bagaimana proses pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial yang ada di Desa
Sekip. Bapak Rahmat menjelaskan bahwa bantuan sosial didesa sekip ini
pendistribusiannya melalui bank-bank kecil, atau bisa langsung ke kantor pos.

Berikut hasil wawancara bersama Bapak Rahmat.

“Beliau menjelaksan untuk bantuan sembako didistribusikan
secara mekanisme uang elektronik yang bekerja sama dengan bank-
bank kecil dan bisa melalui kantor Pos, kemudian saat menerima
dana, KPM dicocokkan datanya dan didokumentasikan. Masyarakat
penerima bantuan yang telah terverifikasi dan valid nama,
alamatnya dan niknya agar bantuan tepat sasaran. Kemudian
apabila data sudah sesuai maka transfer dana bisa dilakukan melalui
bank-bank milik negara dan PT. Pos. pada saat menerima dana, di
Kantor Pos mereka dipanggil dengan surat yang dibubuhi barcode,
kemudian difoto dengan menunjukkan KTP. Data hasil dokumentasi
dari proses di kantor pos, kemudian dikirimkan ke dalam server data
ini yang nanti menjadi bagian administrasi dan petanggung jawaban.
Kesesuaian data nama dan alamat diperlukan agar pendistribusian
bantuan tepat sasaran”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmat
selaku Kepala Desa pada 20 Maret 2023)

Dalam menganalisis mengenai ketepatan sasaran program indikatornya yaitu
ditujukan untuk masyarakat. Masyarakat yang menjadi target utama dalam bantuan
ini adalah masyarakat yang termasuk dalam keluarga penerima manfaat serta
keluarga yang tidak mendapat bantuan apapun sebelumnya. Di Desa Sekip
mengenai ketepatan sasaran program bantuan sosial sudah sesuai dengan petunjuk
teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Namun dari data tersebut

masih tumpang tindih untuk siapa saja yang menerima dan apakah program
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tersebut telah tepat sasaran. Kemudian peneliti menanyakan apakah bantuan
sembako ini sudah tepat sasaran.

“Beliau menjawab bantuan sosial ini tidak sesuai harapan
masyarakat, karena masyarakat maunya kan semuanya dibagi rata,
semua mau dapat, sementara dalam penyaluran bantuan sembako itu
ada aturan dan ketentuan jadi kalok harapan masyarakat itu pasti
tidak sesuai, karna keinginan masyarakat tersebut belum tentu sesuai
dengan peraturan. Tapi kalok ditanya tepat sasarannya, tentu saja
sudah, karena kami kan ada data penerima bantuan, supaya
penerima bantuan sembako ini bisa tepat sasaran”. (Hasil
wawancara dengan bapak Rahmat selaku kepala desa pada 20 Maret
2023)

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana Kriteria masyarakat yang berhak
menerima bantuan sosial dan dari mana sumber data yang didapat untuk penerima
bantuan sosial ini.

“Beliau menjawab kriteria masyarakat yang berhak menerima
bantuan ini masyarakat kurang mampu yang dilihat sesuai kriteria
fakir miskin pada kepmensos 146/ HUK/ 2013. Sumber data bantuan
sosial ini didapatkan dari data terpadu kesejahteraan sosial
(DTKS)”. (Hasil wawancara dengan bapak Rahmat selaku kepala
desa pada 20 Maret 2023)

Sebelum melangkah ke program bantuan tentunya dilakukan edukasi, dalam
tahap ini masyarakat diberikan infomasi mengenai program bantuan sosial yaitu
bantuan UMKM, sembako, dan pengobatan gratis. Proses edukasi merupakan
sebuah proses yang penting dalam melakukan suatu program. Karena melalui
edukasi masyarakat akan mengetahiu secara jelas terhadap program ini bagaimana
makna serta tujuannya. Kemudian peneliti menanyakan adakah edukasi yang
diberikan pemerintah desa mengenai bantuan sosial ini.

“Beliau menjawab untuk Desa Sekip sudah melakukan edukasi
serta transparansi secara publik mengenai adanya bantuan sosial
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ini.” (Hasil wawancara dengan bapak Rahmat selaku kepala desa
pada 20 Maret 2023)

Di Desa Sekip bantuan sosial sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan
dan efektif karena masyarakat dapat menikmati secara utuh dari bantuan tersebut
tanpa adanya potongan apapun. Kemudian peneliti menanyakan apakah pembagian
bantuan sembako ini sudah merata.

“Beliau menjawab pembagiannya sudah diberikan secara
merata, dikarenakan validasi data yang kami kumpulkan sudah
sesuai, dan juga yang kami berikan kepada masyarakat tersebut.
Tetapi masyarakat menganggap pasti ada yang tidak merata karena
ada yang tidak kebagian. Dikarenakan kendalanya, yang pertama
uang, uang kita gak mencukupi untuk belanja-belanja lain di desa,
sehingga itulah penyebabnya kenapa masyarakat itu merasa itu tidak
merata, kami itu kewalahan tidak memberikan, karna uang yang
diluncurkan pemerintah untuk bantuan sosial ini terbatas”. (Hasil
wawancara dengan bapak Rahmat selaku kepala desa pada 20 Maret
2023)

Kemudian peneliti menanyakan apa saja yang menjadi standar atau sasaran
dari kebijakan bantuan UMKM ini dan siapa saja pelaksana dari kebijakan
pemberdayaan UMKM ini.

“Beliau menjawab sasaran dari kebijakan pemberdayaan
UMKM ini agar semakin meningkatnya tata kelola kelembagaan
koperasi dan UMKM, juga meningkatkan standarisasi dan
perlindungan UMKM. Pelaksana dari kebijakan pemberdayaan
UMKM vyaitu pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha,
masyarakat”. (Hasil wawancara dengan bapak Rahmat selaku
kepala desa pada 20 Maret 2023)

B. Penyaluran Bantuan Sosial
Penyaluran bantuan sosial pemberian baik dalam bentuk material maupun

nonmaterial, penyaluran ini disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya
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maupun ke berbagai pihak. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bukan hal baru
bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, selalu terjadi permasalahan
dalam penyalurannya. Bantuan sosial tahap satu dari pemerintah sudah berjalan dan
saat ini sedang memasuki penyaluran tahap kedua. Ada berbagai macam jenis
bantuan sosial yang disalurkan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.
Seperti bantuan paket sembako (beras, gula, minyak goreng, telur, sayur-sayuran,
dan buah-buahan), Bantuan pengobatan gratis, dan bantuan untuk Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Jenis bantuan yang ada di Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam ada 3 yaitu:
1. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Tabel 4.1.2 Identitas Informan UMKM

No. Kategori Keterangan
1. Nama Sri
2. Usia 54 tahun
3. Jenis Kelamin Perempuan
4.  Pendidikan Terakhir SD (Sekolah Dasar)
5.  Pekerjaan Asisten rumah tangga
6. Alamat Jalan Pembangunan 1
Desa Sekip
7. Jumlah Anak:
a. anak yang bersekolah 2
b. anak yang tidak bersekolah 1
c. anak yang bekerja -
8. Bantuan Sosial UMKM

Sum.ber: Hasil Penelitian, 2023

Salah satu jenis bantuan yang masuk di Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam
adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bantuan ditujukan kepada
masyarakat yang kurang mampu namun masih 47% memiliki niat untuk membuka

usaha. Jumlah uang yang diberikan senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu
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rupiah). Tiap satu orang hanya dapat sekali mengajukan program tersebut dengan
melampirkan foto usaha yang akan dijalankan.

Kemudian peneliti menanyakan tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan
dalam pengajuan bantuan UMKM dan dimana ibu mengambil bantuan UMKM.
Beliau menjawab syarat untuk mendapatkan bantuan UMKM ini harus WNI, dan
mempunyai usaha yang lagi dijalankan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sri:

“ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti foto KTP (Kartu
Tanda Penduduk), foto KK (Kartu Keluarga) dan foto jenis usaha
yang akan dijalankan. Jika sudah terdaftar peneima bantuan UMKM
pelaku usaha mikro bisa langsung mencairkan dana bantuan umkm
sebesar Rp. 1.200.000 atau langsung di transfer ke rekening. ” (Hasil
wawancara dengan Ibu Sri pada 21 Maret 2023)

Bantuan UMKM adalah bantuan langsung tunai untuk UMKM yang
disalurkan oleh pemerintah melalui 2 kementrian, yaitu kementrian koperasi dan
UKM serta kementrian sosial. Kementrian koperasi dan UKM akan menyalurkan
BLT UMKM sebesar Rp. 1.200.000 kepada pelaku usaha mikro. Penuturan lbu
Rita dari hasil wawancara adanya syarat untuk mendapatkan bantuan UMKM
dengan melampirkan jenis foto usaha yang akan dijalankan.

Kemudian peneliti menanyakan sudah berapa lama ibu mendirikan usaha ini
dan berapa harga kisaran tahu walik yang ibu jual. Beliau menjawab kurang lebih
2 tahun lamanya beliau mendirikan usaha ini dan menjual perporsi tahu walik Rp.

10.000 dengan potongan 8 pcs saja. Berikut Hasil wawancara dengan Ibu Sri.

“2 tahun sudah ibu berjualan tahu walik ini, harga jual untuk 1 tahu
walik adalah Rp. 1.000 dimana outlet lain menjual perporsi 10.000
dengan potongan 8 pcs saja, sehingga membuat pelanggan lebih
merasa hemat untuk membeli tahu walik ini.” (Hasil wawancara
dengan Ibu Sri pada 21 Maret 2023)
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Kemudian peneliti menanyakan apakah dalam menjalankan usaha ini ibu
dibantu oleh karyawan dan dalam mempromosikan usaha ini ibu menggunakan
media apa saja. Beliau menjawab iya menggunakan karyawan di beberapa outlet,
dan dalam mempromosikan jualannya beliau memakai media whatsapp dll. Berikut
hasil wawancara dengan Ibu Sri:

“Iya ibu memakai karyawan untuk membantu menjalankan usaha ini,
mempromosikan usaha ini melalui media whatsapp, facebook, dan
Instagram. setiap pembelian 10 box ibu memberikan bonus 1 box
untuk pelanggan.” (Hasil wawancara dengan Ibu Sri pada 21 Maret
2023)

Ibu Sri menjalankan usaha tahu waliknya dengan menggunakan media sosial.
Dengan mempromosikan lewat media sosial seperti Instagram, wa, facebook
membuat jualan Ibu Sri jadi banyak diketahui masyarakat lain. Kemudian peneliti
menanyakan apakah dengan bantuan program UMKM terebut dapat menstabilkan
ekonomi keseharian didalam keluarga.

“iya, keseharian Ibu cukup terbantu dengan adanya modal usaha
dari bantuan pemerintah ini. Bantuan UMKM ini membuat
kehidupan ekonomi saya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya.
Yang tadinya salah satu anak saya tidak bisa bersekolah sekarang
saya bisa membuat ia bersekolah. Saya juga berterimakasih karena
pemerintah sudah mengadakan bantuan UMKM untuk masyarakat
kurang mampu.” (Hasil wawancara dengan Ibu Sri pada 21 Maret
2023)

2. Bantuan sembako

Tabel 4.1.3 Identitas Informan Bantuan Sembako

No. Kategori Keterangan
1.  Nama Rita Salmidah

2.  Usia 52 tahun

3. Jenis klamin Perempuan

4.  Pendidikan terahir SMP



41

5.  Pekerjaan Art
6. Alamat Jalan sempurna desa sekip lubuk
pakam

7. Jumlah anak:
a. Anak yang bersekolah 2
b. Anak yang tidak berekolah -
c. Anak yang sudah bekerja -

8. Bantuan sosial Bantuan sembako
Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Bantuan lainnya yang diberikan kepada masyarakat di Desa Sekip, Kecamatan
Lubuk Pakam yaitu pembagian bantuan sembako bagi masyarakat yang kurang
mampu. Bahan pokok yang diberikan seperti beras 10 (sepuluh) kg, gula 1 (satu)
kg, minyak goreng 1 (satu) kg, telur satu papan, sayur-sayuran, dan buahbuahan .

Sembako diberikan tiap satu bulan sekali selama 12 (dua belas) bulan.

Kemudian peneliti menanyakan tentang apakah jumlah sembako yang
diberikan sudah sesuai dengan ketentuan dan apakah pembagiannya sudah tepat
waktu. Beliau menjawab sudah sesuai ketentuan bantuan ini diberikan. Berikut

hasil wawancara dengan Ibu Rita:

“Ibu mendapatkan bantuan sebesar 200.000 /sebulan dan bantuan
ini dibelanjakan di E-Warong bantuan tersebut dibelanjakan untuk
membeli beras, telur, tempe, sayur-sayuran, dan buah-buahan.
Pembagian ini dilakukan sudah tepat waktu dalam sebulan sekali
melalui mekanisme uang elektronik. Dananya pun hanya bisa
digunakan untuk membeli bahan pangan yang udah ditentukan.
(Hasil wawancara dengan Ibu Rita pada 21 Maret 2023)

Bantuan sembako merupakan bantuan sosial pangan senilai 200.000 /bulan
yang disalurkan dalam bentuk nontunai dari pemerintah kepada keluarga penerima

manfaat setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik. Kemudian peneliti
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menanyakan tentang apakah syarat yang harus dipenuhi dalam program bantuan

sembako ini.

“Beliau menjawab sasaran program sembako ini keluarga dengan
kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan sesuai yang
di informasikan pemerintah dan untuk mendapatkan bantuan
sembako ini harus terdaftar di DTKS dan Namanya harus masuk
kedalam daftar keluarga penerima manfaat (KPM) serta mempunyai
kartu keluarga sejahtera (KKS). Setelah itu pada saat mengambil
bantuan sembako ini harus menyertakan KTP dan KK untuk
menghindari terjadinya kecurangan ~ (Hasil wawancara dengan Ibu
Rita pada 21 Maret 2023)

Ibu Rita menerima informasi adanya bantuan sembako ini dari pihak Desa.

Mereka juga mengatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa

menerima bantuan sembako tersebut. Syaratnya seperti masyarakat harus terdaftar

di data terpadu kesejahteraan sosial dengan begitu pada saat pengambilan bantuan

sosial tidak terjadi lagi kecurangan.

mendapatkan bantuan sembako ini sudah tercapainya tujuan.

“Beliau menjawab sangat berterimakasih kepada Pemerintah
Daerah yang telah menyalurkan bantuan sembako kepada keluarga
penerima manfaat karena sebelumnya beliau belum pernah
mendapatkan bantuan, bantuan ini sangat membantu untuk
keperluan di keluarga ibu, dan bantuan ini akan dimanfaatkan sebaik
mungkin.” (Hasil wawancara dengan Ibu Rita pada 21 Maret 2023)

3. Bantuan Pengobatan Gratis

Tabel 4.1.4 Identitas Informan Bantuan Pengobatan Gratis

Kemudian peneliti bertanya dengan

No. Kategori Keterangan

1. Nama Hermanto

2. Usia 63

3. Jenis kelamin Laki-laki

4.  Pendidikan terahir SD

5. Pekerjaan Tukang becak

6. Alamat Jalan spoor desa sekip lubuk pakam



43

7. Jumlah anak:
a. anak yang bersekolah -
b. anak yang tidak bersekolah -
c. anak yang sudah bekerja 2
8.  Bantuan sosial Pengobatan gratis
Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Program Kartu Indonesia Sehat diperuntukkan oleh Warga Negara Indonesia
(WNI). Namun, tidak semua orang bisa terdaftar dalam program ini. Hanya mereka
yang digolongkan masyarakat tidak mampu saja yang berhak mendapatkan
program jaminan kesehatan ini dari pemerintah. Masyarakat yang kurang mampu
di Desa Sekip yang belum tergabung dalam Kartu Indonesia Sehat mendapatkan
dispensasi saat mengakses layanan Kesehatan.

Kartu Indonesia Sehat membuat masyarakat bisa mendapatkan layanan
kesehatan tanpa dipungut biaya. Dengan begitu, pemerintah bisa meminimalkan
masyarakat kurang mampu yang tidak bisa berobat ketika sakit. Nantinya, seluruh
biaya pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah selaku penyelenggara jaminan
kesehatan.

Bapak Hermanto yang berusia 58 tahun yang bekerja sebagai tukang becak
beliau mendapatkan salah satu bantuan sosial dari pemerintah yaitu bantuan
pengobatan gratis. Kemudian peneliti menanyakan darimana Bapak memperoleh
informasi mengenai pelaksanaan bantuan pengobatan gratis ini dan apa saja syarat
untuk mendaftar program bantuan pengobatan gratis ini.

“Beliau menjawab Bapak mendapatkan informasi tentang kegiatan
pengobatan gratis ini dari kepala dusun, Bapak kepala dusun
menyampaikan bahwa akan ada bantuan pengobatan gratis untuk
masyarakat yang kurang mampu. Syaratnya Surat keterangan
keluarga miskin, foto copy KK, foto copy KTP, pas photo 2x3 2
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lembar. SKKM harus bermaterai 6000.” (Hasil wawancara dengan
Bapak Hermanto pada 21 Maret 2023)

Bapak Hermanto menerima informasi adanya bantuan pengobatan gratis dari
kepala Dusun dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menerima
bantuan pengobatan gratis tersebut. Kemudian peneliti menanyakan apakah
program pengobatan gratis ini sudah tepat sasaran.

“Beliau menjawab masih ada juga yang belum mendapatkan bantuan
sosial ini padahal dilihat dari kondisi rumah dan ekonominya mereka
layak mendapatkan bantuan sembako ini tetapi mereka tidak dapat,
malah masyarakat yang berkecukupan mendapatkan bantuan
sembako ini.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hermanto pada 21
Maret 2023)

Dari penjelasan Bapak Hermanto ternyata masih ada juga sebagian masyarakat
yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan ini, dan malah masyarakat yang
status ekonominya berkecukupan mendapatkan bantuan ini. Hal ini terjadi karena
data yang masuk untuk mendapatkan bantuan sosial ini banyak yang tidak tepat
sehingga terjadinya kecurangan. Kemudian peneliti menanyakan bagaimana
pelayanan yang diberikan petugas Kesehatan dalam pengobatan gratis ini dan

apakah bapak merasa puas dengan fasilitas dan pelayanan yang tersedia.

“Beliau menjawab petugasnya baik dan juga ramah-ramah, selain
itu untuk kedisiplinan pada saat proses pelayanan juga bagus, dan
Bapak merasa cukup puas karena pemeriksaannya tidak pakai uang
melainkan gratis.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hermanto pada
21 Maret 2023)

Dari penjelasan Bapak Hermanto pelayanan pengobatan gratis ini sangat baik
dan proses pelayanan kepada masyarakat juga cepat. Hal ini membuat beliau

berterimakasih karena adanya bantuan pengobatan gratis ini bisa membantu beliau
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dalam pengobatan keluhan sakitnya. Kemudian peneliti menanyakan adakah
manfaat yang diperoleh dari program bantuan pengobatan gratis ini.

“Beliau menjawab sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat
kurang mampu seperti saya, dengan adanya pengobatan gratis ini
dapat memberitau segala keluhan kesehatannya. saya juga sangat
senang sudah mendapatkan bantuan pengobatan gratis ini karena
bisa membantunya untuk menjalani pengobatan tanpa dipungut
biaya.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hermanto pada 21 Maret
2023)

4.2. PEMBAHASAN
4.2.1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyalurkan Bantuan

Sosial

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik
secara individu maupun secara berkelompok. Sistem administrasi dibangun untuk
melayani kepentingan masyarakat hal ini disebut dengan birokrasi. Birokrasi
dikalangan masyarakat dapat dipahami sebagai organisasi dengan pandangan
negatif antara lain seperti, pembuatan ktp, akte kelahiran, sertifikat tanah, yang
menghambat proses pengurusan dokumen masyarakatnya.

Sesuai hasil wawancara dalam proses birokrasi di desa sekip untuk melayani
masyarakat dalam hal administrasi dan yang terlibat kedalam susunan birokrasi
yaitu semua perangkat Desa seperti Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Kabid
pemberdayaan masyarakat serta anggota Desa dapat terlayani dengan baik.

Adanya komunikasi yang baik antara Pihak pelaksana dengan masyarakat

mengenai bantuan sosial, dimana informasi yang diberikan pihak pelaksana kepada
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masyarakat desa yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas proses edukasi serta
transparansi terhadap program penyaluran bantuan sosial.

Dalam proses pendistribusian dana bantuan sosial di desa sekip, pemerintah
desa terlebih dahulu harus memastikan bahwa pelaksanaan distribusi dana bantuan
sosial sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Proses pelaksanaan
distribusi dana bantuan sosial sudah ditetapkan melalui mekanisme uang elektonik
yang sudah bekerja sama dengan bank milik negara selain dari pada itu
pendistribusian dana bantuan sosial juga bisa melalui kantor pos. Kemudian pada
saat penerimaan dana tersebut masyarakat harus sesuai dengan data yang sudah
terverifikasi oleh pemerintah desa supaya alur dari pendistribusian dana bantuan
sosial tersebut dapat tepat sasara. Setelah semua proses verifikasi data sudah selesali
di lakukan maka dana bantuan sosial sudah dapat di distribusikan sesuai dengan
cara dan metode yang sudah di pilih oleh penerima dana bantuan sosial tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah merencanakan kegiatan apabila tujuan dan sasaran
telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana siap disalurkan untuk
mencapai sasaran dan mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah
daerah memberikan bantuan berupa uang atau barang kepada masyarakat yang
bertujuan untuk melindungi dari terjadinya permasalahan sosial.

Menurut Nasrullah dan Annisa (2021) kesejahteraan sosial dilakukan
pemerintah sebagai usaha yang terencana dalam pelayanan sosial untuk memenuhi
kebutuhan manusia dan mencegah serta mengatasi masalah sosial. Kesejahteraan

ini bukan hanya pada aspek fisik dan ekonomi saja, akan tetapi untuk
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mensejahterakan masyarakat banyak lebih tepatnya mayarakat yang kurang
beruntung.

Pemerintah memberikan bantuan sosialnya kepada masyarakat Desa Sekip
Kecamatan Lubuk Pakam sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang
terjadi pada masyarakat tersebut. Beberapa bantuan sosial oleh masyarakat yaitu:

1. Bantuan UMKM

Bantuan UMKM ditujukan kepada mayarakat kurang mampu namun masih
memiliki niat untuk membuka usaha agar dapat membantu perekonomian tiap
keluarga. Pemerintah memberikan dana sebesar 1.200.000, Tiap individu yang
mengajukan program bantuan dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah. Penerima bantuan hanya diberikan sekali dalam program
tersebut, dikarenakan pemerintah menerapkan kebijakan dengan menyertakan ktp,
kk dan bukti foto usaha untuk menghindari adanya kecurangan setiap masyarakat

yang mendapatkan bantuan.

2. Bantuan Sembako

Bantuan sembako diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan
Sembako diberikan tiap satu bulan sekali selama 12 (dua belas) bulan kepada
masyarakat yang kurang mampu. Data masyarakat yang kurang mampu diberikan
kepada kepala desa. Dari data tersebut pihak desa dapat memberikan bantuan
sembako kepada masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang sudah
mendapatkan bantuan baik dari Desa maupun Pemerintah Kabupaten tidak bisa

mendapatkan bantuan double (dua) kali. Karena setiap masyarakat yang telah
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mendapatkan bantuan, harus menyertakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK
(Kartu Keluarga) untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh

masyarakat.

3. Bantuan Pengobatan Gratis

Bantuan pengobatan gratis diberikan untuk masyarakat kurang mampu.
Namun, tidak semua masyarakat bisa terdaftar di program ini. Hanya masyarakat
yang tidak mampu yang berhak mendapatkan bantuan pengobatan gratis dari
pemerintah. Kartu Indonesia Sehat membuat masyarakat bisa mendapatkan
layanan kesehatan tanpa harus membayar. Pemerintah menerapkan kebijakan
dengan melampirkan Surat keterangan keluarga miskin, foto copy KK, foto copy
KTP, pas photo 2x3 2 lembar. SKKM harus bermaterai 6000. Dengan begitu,
pemerintah bisa membantu masyarakat kurang mampu yang tidak bisa berobat
ketika sakit. Nantinya, seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah

selaku penyelenggara jaminan kesehatan.



49

BABV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kesimpulan yang dapat diambil

adalah:

Di Desa Sekip proses implementasi birokrasinya sudah cukup
terealisasikan dengan baik, bisa disebut demikian karena bantuan sosial

yang disalurkan telah diterima oleh masyarakat yang berhak menerima.

Dari segi kemampuan komunikasi yang kurang baik antara masyarakat
dengan pihak pelaksana, informasi mengenai penyaluran bantuan sosial
yang didapat dari masyarakat hanya sebagian yang mengetahui adanya
bantuan sosial tersebut. Sehingga implementasi kebijakan pemerintah

mengenai informasi banyak menimbulkan prokontra.

Pada aspek pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial baik dari
masyarakat maupun pihak pelaksana telah mengupayakan kebijakan

pemerintah agar bantuan sosial dapat berjalan dengan lancar.

Kurangnya sosialisasi penyaluran bantuan sosial yaitu bantuan UMKM,
sembako, dan pengobatan gratis dari pemerintah Desa Sekip sehingga
banyak masyarakat yang masih belum memahami secara pasti mengenai

adanya program bantuan sosial ini.

49
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang ingin diberikan peneliti

sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah Desa Sekip dapat mempertahankan pelaksanaan
birokrasi yang sudah terlaksana dengan baik sehingga dengan adanya
bantuan sosial dapat mensejahterakan masyarakat miskin yang berada di
Desa Sekip.

2. Terkait informasi yang didapat dari pemerintah mengenai penyaluran
bantuan sosial tidak menyebarluas ke masyarakat. Diharapkan pemerintah
desa sekip melakukan sosialisasi secara terbuka dan menyeluruh kepada
masyarakat desa sekip.

3. Diharapkan pihak pelaksana mengupayakan semaksimal mungkin terkait
aspek pelaksanaan penyaluran bantuan sosial agar lebih bijak dalam
menyalurkan bantuan sosialnya kepada masyarakat miskin.

4. Bagi peneliti selanjutnya dianjurkan untuk meneliti terkait peluang yang
bisa dilakukan untuk penelitian selanjutnya yang berminat dengan tema

penelitian ini, sehingga diperoleh masukan yang lebih akurat.
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT MISKIN
DI DESA SEKIP KECAMATAN LUBUK PAKAM

AJENG RAHMADINI PRASTICIA
1903090040

PROGAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Identites Informan
Nama

Usia

Jenis Kelamin :
Jabatan

Daftar pertanyaan untuk informan Kcpala Desa Sekip :

1. Bagaimana pelaksanaan birokrasi yang ada di desaini ?

2. Siapa saja yang terlibat dalam membantu susunan birokeasi untuk melayani masyrakat 2

3. Bagaimana kriteria masyarakat yang bethak menerima bantuan UMKM, pengobatan gratis,
dan bantuan sembako ?

4. Darimana sumber data yang didapat untuk penedima bantuan perberdayaan UMKM,
pengobatan gratis, dan bantuan sembako ?

5. Siapa saja pelaksana dari kebijakan pemberdayaan UMKM ?

6. Apa yang menjadi standar atau sasaran dari kebijakan bantuan sembako ?
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Daftar pertanysan untuk informan bidung kesejahteraan masyarakat Desa

7. Adakah edukasi yang dibesikan ofch pemerintah dacrah mengenai bantuan pengobatan

gratis ? .

8. Bagaimana pola penyampaian inf i dan koondinasi terkait pemberdayaan UMKM ?
apakah melalui birokrasi dan dalam bentuk apa ?

9. Apakah informasi terkait pelaksanaan bant bako, pengobatan gratis, dan UMKM
sclalu konsisten atau tidak berubah-ubah sesuai kebijakan yang berlaku ?

10. Berapa jumiah kuota penerima bantuan sembako di Desa Sekip ?

11, Kapan dan bagaimana bantuan sembako dan bantuan pengobatan gratis diberikan ?

12. Apakah bantuan sembako dan pengobatan gratis sudah tepat sasaran ?

Daftar pertanyaan untuk informan masysrakat yang menerima bantuan :

13. Persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pengajuan bantuan UMKM ini?
14, Dimana Ibu mengambil dana bantuan pemberdayaan UMKM ?

15. Sudah berapa lama ibu mendirikan usaha ini ?

16. Berapa kisaran harga tahu walik yang ibu jual ?

17. Dalam menjalankan usaha ini apakah ibu dibantu oleh karyawan ?

18. Apakah usaha ini melakukan kegiatan promosi penjualan secara langsung dalam
memasarkan produk yang ditawarkan ?

19. Dalam mempromosikan usaha ini Ibu menggunakan media apa saja ?

Daftar pertanyaan untuk informan masyarakat yang menerima hantuan

20. Apakah jumlah sembako yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan kepada KPM ?

21. Apakah pembagian sembako sudah tepat wakiu kepada KPM?

22. Bagaiamana sikap pelaksana penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai atau
penanggung jawab Program BPNT dalam melayani KPM?

23. Apakeh KPM sudah mengumplkan data-data yang diperdukan dengan tepat administrasi ?
24. Menurut Ibu apakal dengan mendapatkan BPNT sudah teccapainya tojuan ?

Daftar pertanyaan untuk informan masyarakat yang menerima bantuan :

25. Bagaimana menurut Bapak sudah sesuaikah program pelayanan pengobatan gratis ini

dengan peraturan yang dibuat pemerintah 7
26. Apakah program pelayanan pengobatan gratis ini pelaksanaannya sudah tepat sasaran ?
27. Apakah ada keluhan masyarakat techadap pelaksanaan program pelayanan pengobatan gratis
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ini?

pengobatan gatis imi ?

Il.Apaknhmdmptwrln!MlMdl

29, Apakah dilakukan evaluasi dalam pelak
30. Adakah manfaat yang diperoleh dalm proses

ini ?

pelayanan pengobatan gratis ini ?

3

Taasd
Lk o o 4 Labils

memadai dalam program pelayanan

gratis
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Dokumentasi Penulis Bersama Sekretaris Desa Sekip dan Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Dokumentasi Penulis Bersama Ibu Sri Penjual Tahu Walik Yang Mendapatkan Bantuan

UMKM
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i Dokumentasi Penulis Bersama Ibu Rita Yang Mendapatkan Bantuan Sembako dan Bapak
| Hermanto Yang Mendapatkan Bantuan Pengobatan Gratis
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